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1. PETA STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

VIST DAN VIS
Visi : Indonesiamampumenjadi negara industri tanggyiada tahun 2025
Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulana punagung perekoiam

Kokohnya basis industri industri manufaktur dan Men_ingkatnya _
— —— industri andalan masa depan menjadi tulang peran industri kecil
Tingginyailai punggung perekonomian nasional dan menengah

tambah terhadap PDB
industri

Tersebarnya

Meningkatnya Akses Pasar, pembangunan

Akses terhadap sumber

investasi dan Teknologi industri

serta Kerjasama Tingginya
Internasional*) JA Kokohnyé&aktor- kemampuan Kuat, lengkapdan
faktor penunjang inovasi dan dalamnya Struktur
pengembangan penguasaan industri
industri teknologi industrj

Perspektif Pemangku
Kepentingan

________________________________________________

Mempersiapkardar/ atau
MenetapkanKebijakardan produk
hukum Industri
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Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan E i Mengoptimalkanbudaya
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| dan ataupengembangaindustri ¥ Memfasilitasi pengembangan industri .
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prioritasdanindustri andalanmasa | !
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pimpinan dan staf

. pelaksanaan kebijakan dan
depan | Frsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss=sss===o=2 efektifitas pencapaian kinerja

Menetapkanpeta panduan industri

pengembangarindustri | | Meningkatkan kualitas pelayanan publik :

Mengusulkan insentif yang

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidika‘m
mendukung pengembangan ind '

dan pelatihan serta kewirausahaan !

Perspektif Proses Pelaksanaan
Tugas Pokok Departemen

* Mengembangkan kemampuan

Membangun sistem
SDM yang kompeten

Membangun organisasi Meningkatkan Meningkatkan Sistem

yang Profesional dan informasi industri kualitas Tata Kelola Keuangan
Probisnis yang terintegrasi & perencanaan dan dan BMN yang
handal pelaporan profesional

*) Catatan : telah memodifikasi SK. Menteri No. : 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian
Perindustrian dan Unit Eselon | Kementerian Perindustrian; karena ada SK organisasi yang baru No. 105/M-IND/PER/10/2010



PETA STRATEGIS DITJEN Kil

VISI DAN MISI

Visi : Membangunindustri Nasional berdaya saigtpbal,danmendominaspasarglobal di tahun 2025.

Misi : 1. Mengamankanmempertahankarmdanmenyelamatkarsektorindustridari dampaknegatifperjanjianbebasFTAantar negaraatau perjanjan— perjanjianlainnyayangtelah ditandatanganmaupunyangakandi bentuk di masayangakandatang
2.Meningkatkardayasaingindustridenganmemfasilitasindustrinasionadalammeningkatkarakseserhadapsumberdayaindustri (5M).
3. Memfasilitasindustrinasionaldarihambatan- hambatanaksespasardi luar negerisertamemfasilitasindustriyangterkenainjury karenapolitik perdagangaryangtidak“ f ai r " .

eningkatnya Akses Pasakse L
terhadap sumber investasi dan ’ KuatnyaKoordinasi dan

TeknologisertaKerjasgma Fasilitasi Pelaksanaan
Internasional Kerja Sama Industri

Internasional

Terbantunya
kepentingan industri Terindunai

Nasional untuk ) erlindunginya . .
mengakses sumber Meningkatnya kepentingan industri dan _Menlngk_e_ltnyam_nat_

¢} Ketah e h . A investasi industrdari

daya industri secara etahanan Industri Jasa industri dari pengaruh .

ya Nasional - : | luar negerike Dalam

efisien (5M) globalisasi (Multilateral, g

Perspektif Pemangku
Kepentingan

Bilateral, Regional)
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Tugas Pokok Departemen

*Meningkatkan kompetensi SDM Membangun organisasi yand Membangun sistem Meningkatkan kualitas Meningkatkan Sistem

dan budaya kerja aparatur Profesional dan Probisnis informasi kerjasama perencanaan dan Tata Kelola Keuanga
internasionalyang pelaporan dan BMN yang
terintegrasi & handal Profesional




2. VISI DAN MISI DITJEN Kl

Visi :
“Membangun industri nasional berdaya saing global, dan

mendominasi pasar global
di tahun 2025”

Misi :
1) Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor
Industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara

atau perjanjan- perjanjian lainnygangtelah ditandatangani
maupunyangakandi bentuk di masayangakandatang

2) Memfasilitasi industri nasional dari hambatan — hambatan akses
pasar di luar negerisertamemfasilitasindustriyangterkenainjury
karenapolitik perdagangaryangtidak “fair” .

3) Meningkatkan daya saing industri denganmemfasilitasi industri
nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya
iIndustri (5M) -
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MISIKE1 & 2

Kebutuhan Penanganan Hambatan Akses dan Pengamanan Industri DN
( Defensive and Offensive Action )

Antisipasi Pemberlakuan FTA :

Offensive Action

Kemungkinanerhambatnyaakses

produk/ jasaindustrike pasareksporkarena
diberlakukanny&ebijakanNTB / TBbleh
negarapartner FTA

Defensive Action

Kemungkinammembanjirnya serbuanimpor
barangindustriyangberpotensimerugikan
sertamengancankeberadaanndustribarang
sejenisdi dalamnegeri
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MISI KE-3

Penanganan akan Kebutuhan Akses terhadap Sumber Daya
Industri (5 M)

Bahan
Baku /

Penolong

Peningkatan
daya saing
produk industri
secara
berkelanjutan




3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional adalah :

AMeningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi, akses sumber daya industri
serta Kerjasama I ndustr. Il nternasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional memiliki sasaran i sasaran
penunjang yang ingin dicapai yaitu :
1. Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri yang mencakup
bahan baku/penolong, tenaga profesional, teknologi, sumber pendanaan program, promosi pemasaran.
Untuk mengembangkan industri manufaktur diperlukan dukungan sumber daya industri yang memadabhi baik
dari segi jumlah dan kwalitas. Sumber daya industri tersebut mencakup sumber daya manusia, dukungan
permodalan, bahan baku yang diperlukan industri, teknologi yang up to date serta metode pengolahan industri
yang efisien
2. Penanganan industri secara preventif dalam menghadapi FTA, CECA, dsb;

3. Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional; yakni upaya untuk miningkatkan ketahanan industri nasional
sehingga industri nasional dapat mempunyai ketahanan dalam menerima pengaruh negatif dari perubahan
global yang kompleks dan tidak dapat diperkirakan yang dapat mengganggu kelangsungan industry.

4. Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral,
Regional); yakni daya upaya untuk mellindungi industri dan jasa industri melalui identifikasi dan
memperjuangkan kepentingan industri di fora internasional serta memberikan dukungan fasilitasi kepentingan
industri dan jasa industri.

5. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri; Yakni daya upaya untuk menarik
minat investasi asing di sektor industri melalui kegiatan temu usaha, pertemuan consultative dengan perwakilan
Indonesia di Negara lain dan perwakilan Negara lain di Indonesia.

6. Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional. Yakni daya upaya untuk
mengkoordinasikan dan memfasilitasikan penganan kerjasama internasional agar implementasi kerjasama
industri internasional dapat dilakukan dengan baik.

7. Terciptanya koordinasi yang baik dalam hal promosi industri nasional di luar negeri.
9
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4. KPI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

INDIKATOR KINERJA TARGET | TARGET
KELUARAN UTAMA SATUAN KPI | (s/d 2014)| 2012 PENJELASAN IKU
(IKU)
Meningkatnya Akses Pasar, | 1. Jumlah kesepakatan Kesepakatan 8 4 Ada pernyataan resmi mengenai kesepakatan
Akses terhadap sumber investasi industri Investasi investasi
investasi dan Teknologi 2. Jumlah kerjasama Industri 8 4 Pernyataan resmi mengenai kesepakatan kerjasama
serta Kerjasama el !nFer.nasmn.aI di bidang indust
i 3. Jumlah jejaring kerja Kesepakatan 9! 2 A
Internasional internasional Jejaring kerja 64 18 Jumlah mitra untuk bekerjasama
Terbantunya kepentingan il Jumlah Kerja sama Kerja sama 16 6 Kerjasama teknik yang diinisiasi oleh pihak Indonesia
industri Nasional untuk Teknik Teknik
mengakses sumberdaya |2~ Jumlahfasilitasi yang Jumlah 96 26 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan (yang dibuktikan
industri secara efisien (5M) g?;;l;a;algzpada fasilitasi laporan pertemuan, surat-surat)
bekerjasama
Meningkatnya Ketahanan | Laporan penanganan kasus Laporan 15 3 Laporan penanganan kasus-kasus yang merugikan
Industri Nasional industri dalam negeri karena adanya adanya
kesepakatan

Terlindunginya kepentingan | Jumlah kebijakan Kebijakan 8 3 Rumusan kebijakan mengenai hal-hal yang perlu
industri dan Jasa industri perlindungan industri dalam dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri
dari pengaruh globalisasi kerjasama industri sebagai akibat dari implementasi kesepakatan
(Multilateral, Bilateral, internasional internasional terkait dengan sektor industri.
Regional)
Meningkatnya minat Jumlah permintaan Permintaan 64 18 Adanya pernyataan minat investasi asing pada di
investasi industri dari luar kesepakatan investasi Kesepakatan bidang industri yang dibuktikan dengan surat, record
negeri ke Dalam Negeri langsung asing pada jenis Investasi of discussion, letter of intense sebagai hasil dari

industri tertentu kegiatan yang diinisiasi kedua belah pihak.
Kuatnya Koordinasi dan Tingkat Kepuasan Pemangku Persen 80 (1 KPI) | 80 (1 KPI) | Persentasi penyelesaian pelaksanaan koordinasi
Fasilitasi Pelaksanaan Kepentingan Internal dibuktikan dengan survey terhadap pemangku
Kerja Sama Industri kepentingan internal dalam rapat terbuka
Internasional Tingkat Kepuasan Pemangku Persen 75 (L KPI) | 75 (1 KPI) | Persentasi penyelesaian pelaksanaan koordinasi

Kepentingan Eksternal dibuktikan dengan survey terhadap pemangku

kepentingan eksternal dalam rapat terbuka

Jumlah 281 84

DIRECTORATE GENERAL OF INTERNATIONAL INDUSTRIAL COOPERATIO
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Il. RENCANA KERJA TAHUN 2012
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RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

1. Penyiapan posisi runding dalam rangka negosiasi multilateral, regional
dan bilateral (FTA/CEPA/CECA)

a.ForumkonsultasiteknisdalamrangkatransposisHS 200KeHS 2012
untuk seluruhFTAyangakandantelah diimplementasikan

b.Forumkonsultasinterdep dalamrangkakoordinasipenyiapanposisi
rundingdan pemanfaatampeluangkerjasamaeknis

c. Partisipasiaktif dalam perundingannternasionaldi dalamdandi luar
negeri

12
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

2. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan promosi produk dan promosi

investasi di luar negeri.

a. Keikutsertaan dalam pameran internasional di luar negeri antara Lain :
1) KYOTQJEPANG (13TH WORLD EXPO, APRIL 2012)
2) SWITZERLAND (MUBA EXHIBITION, APRIL 2012)
3) YEOSKOREA (I NT'" L EYEOSU KOREAXPO:!
4) MEXICO (MEXICO ALMENTARIA, JUNI 2012)
5) TOKY&EPANG (GIFTEX JAPAN, JULI 2012)
6) AFRI KA SELATAN (AFRI C’S Bl G SEVE
7) SYDNEY AUSTRALI A (SYDNEY I NT' L
8) XIAMENRRT ( CHI NA I NT' L FAI R, SEPTE
9) MELBOURNAUSTRALIA (MELBOURNE TRADING EXPO, OKTOBER

2012)

10)CANTOMRRT (CANTON FAIR, OKTOBER 2012).

b. Koordinasi penyelenggaraan pameran serta evaluasi secara berkala
hasithasil pameran produk industri di luar negeri;

c. Penyusunan buku pedoman pameran internasional Kementerian
Perindustrian.

13
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

d.Road shovwpimpinan Kementerian dan pelaksanaan temu bisnis di
luar negeri dalam rangka promosi investasi sektor industri (Afrika
Selatan, Argentina);

e.Koordinasi pelaksanaan pertemuan dengan delegasi pemerintah /
pebisnis asing di dalam dan luar negeri;

f. Diseminasi informasi posisi kemenperin dalam berbagai FTA/CEPA
serta informasi berbagai kebijakan terkait pengembangan industri
nasional Kepada Para Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI/ Para Atase
Perindustrian / Perdagangan (Thailand, Afrika Selatan, Amerika
Serikat dan Eropa Timur).

14
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

3. Kajian /analisis melibatkan tim ahli berupa :

a.Analisis untuk mengukur manfaat implementasi FTA bagi sektor
iIndustri, bekerjasama dengan Tim Indef / FEUI,

b.Penyusunamoadmappengembangan jasa profesi indutri menghadapi
AEC 2015, bekerjasama dengan Tim ATMI Solo;

c. Kajian teknis hasil pelaksanaan 4 (Empat) proyek konservasi enerqgi
bantuan Nedo Jepang, bekerjasama dengan Tim ITB

15
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

4. Pengembangan Sistim Informasi Ketahanan Industri berupa :

aPengembangan “lI ndustri al Resi | i
melibatkan Pusdatin dan dua tenaga ahli Korea,;

bPengembangan “Early Warning Sys
dampak FTA.

c. Pengadaamlata eksporimpor dari dan ke selurunduniadari 20
Negara;

d. Fasilitasdan pendampingarkepadaduniausahadalamrangka
pengamanardan penyelamatanndustridalamnegeri.

16
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

5. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama teknik di lingkungan kementerian :

a. Fasilitasi pengadaan peralatan dan tenaga ahli dalam rangkiz|
Project of Ethanol Production from Molasess in Sugar FacoRTPT
X, Gempol Krep Mojokerto, bantuan Nedo Jepang;

b. Fasilitasi pengadaan expert Korea dan pelaksanaan training di Korea
dalam rangka pelaksanadine Project of The Masterplan and Detailed
Engineering Desain for The Establishment of Industrial Comlex in
Boyolali Distric{Mou di tandatangani 14 Nopember 2011 antara
Kemenperin dengan Koica).

c. Fasilitasi pengadaagxpert training danoint researchdalam rangka
kerjasama Kemenperin dengan Kitech Korea (kom@anesia Industry
and Technology Cooperation Center).

d. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli Korea untuk ditempatkan di
Kementerian Perindustrian dalam rangkeogram World Friends
Advisor (WFA) Korea

17
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

e. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli ke dalam negeri dan training ke
Jepang dalam rangka implementasi kerjasama MIDEC IJEPA.

f.  Fasilitasi tindak lanjut proyek kerjasama teknik dalam rangka
fasilitasi pengembangan industri lokal di provinsi Sulawesi Selatan
bantuan JICA Jepang.

g. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli JICA Untuk ditempatkan di
Kementerian, Baldvalai dan Sentra Industri.

h. Menindaklanjuti konsultasi dengan pihakak terkait dalam
rangka mendorong implementasi MOU/LOI/ROD secara bilateral
dengan negara mitra dan atau lembaga donor (RRT, Jerman,
Turki, Iran, India, UNIDO).

18
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012

6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti :

Pengadaan alat pengolah datadalam rangka pembuatan IRIS, Pembuatar
partisi ruangan Ditjen KllgRingkatan kapasitas bagi Palestina, Paket
meetingASIAN Manufacturing Associatid?fembelian data 20 Negara
dalam mendukung pembangunan sistem informasi ketahanan industri,
Penyewaarboothdari spesial disain pameran LN¢nuebussinesmeeting

di luar negeri Pelaksanaan promosi investasi bisnis

19
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lll. PENANGANAN ISU INTERNASIONAL TERKAIT
INDUSTRI




1. TERKAIT DENGAN KESEPAKATAN LIBERALISASI

TAHAPAN BILATERAL REGIONAL MULTILATERAL Tugas DJ-KII
KERJASAMA
1

Tahapan Indonesia- ASEAN; Melakukanmonitoring
Implementasi JepandglJEPA ASEAN-China; GSTP dan mengukurdampak
ASEAN-Korea; implementasi
ASEAN-India; kesepakatan
ASEAN-Jepang 2. Penyesuaiaterhadap
ASEAN- AustraliaN2 transposisHS 2012
terhadaphasil

perundingar
3. Reviewhasilkesepakatan

2. Tahap Indonesia- EFTA; - NAMA 1. Mempersiapkarposisi
Perundingan  Indonesia-India; WTO rundingIndonesia;

Indonesia— APEC 2. AnalisaLost & Benefit
Korea;
Indonesia- Uni
Eropa
Indonesia
Australia

21
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2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI

“ JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN

JICA The Technology Cooperation MeningkatkankapasitasSulawesi Selatagialamrangka
Project for Facilitation of Local percepatanmanufakturisassumberdaydokal melalui
Industry Development in South  pengembangamian penguatanklasterdengan

Sulawesi Province memanfaatkarsumberdaydokal
NEDQJEPANG A Application of Prglinder(PT. Pengembangaprogramkonservasenergiuntuk sektor
Semen Padang) ; industri dalambentuk model project yangnenggunakan
A The Model Project for High peralatandenganteknologihematenergidanramah

Performance Industrial Furnace lingkungan
(HPIF, (Completed Projegt

A Energy Auditintuk beberapa
industriyangbesarpenggunaan
energinya

A Concervingnergy and Water in
Textile Dyeing & Finishing
Industry(CEW, (Completed
Projec);

A Waste Heat Recovery Power
Generation in the Cement
Industry,

A The Model Project For Ethanol
Production From Molasses In A
Sugar Factory

22
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2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI

“ JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN

UNIDO VIndonesian Country Programme 202013 terdiri dari: A Memberantaskemiskinan
A Comp IPoverty Reduction through Productive Activities dankelaparan
Bertujuan untuk memberantas kemiskinan pada daedlakrah A Mempromosikan
tertinggal di Maluku dan sekitarnya dengan memfasilitasi kesetaraargenderdan
pengembangan dan perbaikan kegiatan ekonomi berbasis memberdayakan
pedesaan.  perempuan

A Comp lllEnergy
Memfokuskan diri pada proyek dan efisiensi penggunaan ener Memastlkankelestarlan
pada industri serta sosialisasi penggunaan energi terbarukan . Ilngkungan
dalam hal mengurangi efek gas rumah kaca akibat aktivitas A Mengembangkan
industri. kemitraanglobaluntuk

A Comp V Crosscutting issues (Soutbouth Cooperation) pembangunan
Ditandatanganinya MoU Promosi Kerjasamasa Industri Selatan
Selatan antara KemenperldNIDO pada 4 Desember 2007

A Comp VCrosscutting issues (Soutbouth Cooperation)

Ditandatanganinya MoU Promosi Kerjasamasa Industri Selatan
Selatan antara KemenperldNIDO pada Desember 2007
V Kerjasama Pembudidayaan Rumput L8gaweell

Kerjasama antara Kemenperin c.q Ditjen Kll deng/diDO terkait

budi daya rumput laut di salah satu desa Latvuan di Maluku

Tenggara, ditandatangani pada akhir tahun 2010.

4, KITECH Indonesia- KITECIHdn the establishment of Korean Institute of Mendirikanlembaga
Industrial Technology KITC kerjasamabernamaKITGyang
bersifatnirlabadanberfungsi
sebagapenghubungpelaku
ekonomidi keduanegara
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2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI

“ JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN

KITECH Indonesia KOIC/Aon the Master Plan Establishment of Industrial Zoné/erelokasiindustri mereka
in BoyolaliDistrict ke Boyolali
Indonesia KIMSon the Material and Technology Science Menyelenggarakapenelitian

bersamaexpert dispatch
danpendidikanbagiaparatur
Kemenperin

6. Lain—lain Fasilitaskerjasamaeknik luar negeriyangtelah dilakukanDitjenKI| Meningkatkandayasaing

diantaranyaadalahpenandatanganakerjasamaeknikdengannegara industri

mitra ataupuninstansiterkait yaitu :

1) MoU NedoPTPNXtentangproduksietanoldi pabrikgulg

2) LolKIMSttg materialscience

3) MoU KIMSBBLMtg materialscience

4) Nota KesepakatanBoyolaliDitien PPIttg masterplan dan DED
dalamrangkapembangunanndustrialcomplex

5) RoD KOICADitien PPI ttg masterplan dan DED dalam rangka
pembangunanndustrialcomplex

6) Minutes of Meeting KOICABalaiBesarTekstilttg bantuanperalatan
uji kalibrasidan standardisasiekstil;

7) Perjanjian Pusdiklatdalam rangka BLN dari Kfw Jermantentang
pendidikan(progBappenas)

8) Agreed Minutes Joint Task Force Korealndonesiadi Bali tentang
kerjasamandustri;

9) ChinaCLFtdenganDitjenKlldan

10)MoU BtoB MasyarakatSingkongindonesiadengan Nest Fortune
Ltdtentangpenyediaariahanpenanamarsingkong 1
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3. TERKAIT DENGAN WTO

a. Rata - rata tarif Bea Masuk Indonesia dibandingkan dengan 7(tujuh) negara G 20

Indonesian Average Tariff (MFN) Condition Compared to
7(seven) Other G-20 Members

g C Rata - rata tarif Indonsia
6,8% sangat liberal
L Qeus Brasil, 2.090.314 ;
h i sementara negara maju
12,00% % Korea, 1.014.482 Sepertl KOI’ea 12,10/0, BI’aSI|
s LEs 13,7% China 9,1% dan
£ 10,009 . India13,0%
) Cina, 5.878.257
= > EU, 16.242.256
g 8,00%
7 ,
2 () Indonesia ang, 5.458.797
s 6,00%
4,00%
AS, 14.526.550
2,00%
2000000 0,00 20.000,00  40.000,00  60.000,00

GDP/capita o5

DIRECTORATE GENERAL OF INTERNATIONAL INDUSTRIAL COOPERATIOB»
THE MINISTRY OF INDUSTRY - THE REPUBLIC OF INDONESIA'S



3. TERKAIT DENGAN WTO...

b. Posisi Indonesia

1. Indonesiaetap mengembangkamndustrisebagatulang punggungpertumbuhan
ekonomi

2. Mengembangkarkluster utamanyaindustri barang modal, melindungiindustri
dalamtahappertumbuhan

3. Indonesiatetap mempertahankanrata — rata applied tariff untuk membangun
ruangbagiprogrampengembangatklasterindustri,

c. Isu Terkait Remanufactured Goods
Tanggapan Usulan US, Jepang, dan Selandia Baru tentang Remanufactured Goods.

1. Indonesiaberanggaparbahwa tidak fair kalauRemanufacturedjoodsdisamakan
denganprodukbary;

2. Indonesiamenolak usulan untuk mengeliminasiregulasi perdagangantentang
remanufacturedgoods

3. Kemenperimmenijinkanimpor remanufacturedyoods dengansyarat:
a. Tidakdipasokdandiproduksidi Indonesia
b. Merupakanbarangrelokasidariluar negeri

26
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4. STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI

Beberapastrategipengamananndustri yaitu :

1. Sebelum melakukan kerjasama internasional (FTA) perlu dilakukan kajian
kemampuanindustri domestiknyaterlebih dahulu dan harus mengetahuidi sektor
mana saja produk domestik yang sudah siap untuk dibuka seratus persen, yang
mampu bersaing dengan produk asing serta di sektor mana yang masih harus
diproteksidemi pengembangamayatahan pelakuindustrinasionaj

2. Setelahmelakukankerjasamainternasionalperlu dilakukan evaluasikemampuan
industridalamnegeri(Renegosiasi)

3. Perluadanyainventarisassumberdayaalam,halini dikarenakarbanyaknyabahan
mentah (bahan baku) yang diekspor, baik legal maupun ilegal, sehingga
mengganggwkebutuhan dalam negeri dan dalam rangka program hilirisasi demi
peningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, antara lain sektor
pertambanganGas MinyakMentah), sektorperkebunan(sawit, rotan, karet, alami,
coklat), sektor kehutanan(kayudan pulp), sektor perikanan (ilegal fishing), sektor
jasadll;

4. Perluadanyainventarisasihambatarhambatanyang ada di dalam negeri dan di
buat di luar negeri untuk digunakansebagaievaluasiuntuk mengambilkebijakan
yangsesuadengankepetinganindustrinasional

o
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IV. TANTANGAN LIBERALISASI KEDEPAN

28

DIRECTORATE GENERAL OF INTERNATIONAL INDUSTRIAL COOPERATIOB»
THE MINISTRY OF INDUSTRY - THE REPUBLIC OF INDONESIA'S



1. Perkembangan yang Terjadi

a. Krisisyangdialamioleh Amerikamendorong negaratersebut mengusulkan
pembentukanTransPasificPartnership;

b. Dalamusahameningkatkarpertumbuhanekonominyaberbagainegaramaju mengajak
negara—negaraberkembangnelaksanakafr TAmelaluiFTA Bilateral, Regiondén
Multilateral;

c. Negaramajumemasukkansu—isuberkedoklingkungandll, padahalsebenarnyasunya
terindikasimarket access:
A Remanufacturing goods;
A Environmental good liberalization
A ITA

2. Posisi Indonesia
a. Indonesiabelummauikut dalamTransPasificPartnershipkarenalndonesiamasih
menpelajariterus manfaatdan dampakyangditimbulkandari kerjasamakerjasama
ekonomiyangtelah ditandatangan

b. Ratarata Tarif BeaMasukindonesiasudahlebih rendahdari Indiadannegara—
negaramajujadiperlu hati —hati denganFTA.

c. PengamanawVisiindonesiamenjadiNewly Industrial Country @2025menjadi fokus
yangharusdi perhatikankalauingin melakukanFTAdengannegaramanapun. Jangan
sampaikarenanyékita tidak bisamengembangkasuatuindustritertentu, padahal
industritersebutsangatdibutuhkanuntuk mewujudkanvisitersebut
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V. PENUTUP
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1. Peranan Ditjen KSII dari Perspektif Pemangku Kepentingan

STRATEGIC
CORE

Meningkatnya

Informasi daya saing Dltjen akses pasar. akses
industri nasional P !
Masukan (need assessment) KII

terhadap sumber

9 daya industri (5M),

teknologi dan

KADIN / ASOSIASI / BUMN >
<€

1,2,3

kerjasama

internasional

Unit-unit Kemenperin

Setjen
Itjen
Ditjen
BPKIMI
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2. PENYIAPAN POSISI DAN PEMANFAATAN HASIL FTA

ANALISAOST & DILAKUKAN
BENEFIFTA& CEPA ECONOMIC

SECARAGREGAT
MENYEIMBANGKAN COOPERATION ON

LIBERALISABASILITASI PADA SETIAP
& COOPERATIO ESEPAKATAS

MENINGKATKA
INVESTASI PENINGKATAN
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR

INDUSTRI
PENCIPTAAN NTMs

(SMART
REGULATION)
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3. PENINGKATAN AKSES SUMBER DAYA INDUSTRI MELALUI KERJASAMA
INTERNASIONAL

Koordinaspencarianpeluang kerja
sama di bidang teknis dalam rangka
meningkatkan kualitas produk industri
dan melakukan kerja sama di bidang
riset;

Pemantauarperkembangan standar
produk-produk industri serta
penerapannya di negara akreditasi
Penginformasiakebijakan
pengembangan industri di negatain
Penjajakarkemungkinarkerjasama
Koordinaspendekatan kepada
pemerintah di negara akreditasi untuk
melakukan kerjasama dalam bidang
standardisasi produk industri
Melakukanpendekatan kepada calon
investor potensial di negara akreditasi
Memberikan pandangan dan gambara
yang rinci kepada calon investor luar
negeri mengenai struktur industri di
Indonesia

£
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TERIMA KASIH
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FTA-Canadai Chile 1997
FTA : Chile 7 Mexico 1999
FTA : USA T Chile 2004

FTA : USA T Singapore 2004
FTA.: USA T Australia 2005
FTA : Mexico 1 Japan 2005
FTA : Chilei Bruneii NZ1i

Singapore 2006
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